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Kata Sambutan 

Penulisan buku merupakan salah satu tanggung jawab 
utama dosen sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Publikasi karya 
ilmiah melalui buku ajar maupun buku referensi memberikan 
kontribusi penting bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan 
lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan, saya 
menyambut karya Ananta Wahyu Sasongko, dosen di Universitas 
Merdeka Malang, yang telah berhasil menulis buku berjudul 
“Prosedur Audit Substantif Primer” dengan topik auditing. Buku 
ini merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman Ananta 
selama bekerja sebagai praktisi di Ernst & Young serta sebagai 
dosen di Universitas Merdeka Malang. 

Semoga upaya Ananta dalam penulisan buku ini dapat 
menginspirasi akademisi lain, baik yang memiliki latar belakang 
praktisi maupun akademisi, untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diseminasi karya 
ilmiah ini diharapkan memberikan nilai tambah dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktik 
bisnis di industri. Dengan semakin banyaknya akademisi yang 
memiliki pengalaman industri dan mampu menulis buku, 
diharapkan kontribusi mereka terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan dan kemajuan industri di Indonesia akan semakin 
besar. 
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Saya yakin bahwa buku ini akan memberikan manfaat 
signifikan bagi praktisi dan akademisi, khususnya bagi semua 
pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan. Buku ini 
diharapkan menjadi panduan dan sumber informasi yang 
berguna dalam menentukan langkah yang tepat bagi mahasiswa 
dan auditor pemula dalam menghadapi audit laporan keuangan. 
Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan 
dan kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terjaga. 
Selamat dan sukses kepada Penulis, teruslah berprestasi.  

 

Malang, 2024 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Merdeka Malang 

Prof. Dr. H. Fajar Supanto, M.Si. * 

 

*Profesor Fajar Supanto telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya 
berjudul “Manajemen strategi organisasi publik dan privat” yang diterbitkan 
oleh penerbit Empatdua Media pada tahun 2019 dan “Model pembangunan 
ekonomi desa berbasis agro ekowisata sebagai strategi pengembangan ekonomi 
kawasan” yang diterbitkan oleh penerbit Media Nusa Creative pada tahun 2020. 

  



 
 

v 
 

Kata Pengantar 

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa bangga, kami 
mempersembahkan buku "Prosedur Audit Substantif Primer" 
kepada para pembaca yang berminat mendalami dunia praktik 
audit laporan keuangan, khususnya bagi auditor pemula dan 
mahasiswa akuntansi. Buku ini disusun berdasarkan kombinasi 
pemahaman teoritis mengenai audit serta pengalaman praktis 
yang kami peroleh selama bertahun-tahun bekerja sebagai 
auditor di salah satu firma akuntan publik terbesar di dunia, Ernst 
& Young. 

Selama perjalanan karier kami, kami telah dihadapkan pada 
berbagai tantangan dalam aspek auditing dan tantangan dunia 
industri auditing, yang membentuk dasar kuat dalam penulisan 
buku ini. Pengalaman lapangan ini memberikan wawasan praktis 
yang kami integrasikan dengan pengetahuan teoritis, sehingga 
buku ini mampu menyajikan materi yang tidak hanya berbasis 
teori, tetapi juga kaya akan contoh-contoh dari praktik nyata di 
industri auditing di Indonesia. 

Selain pengalaman praktik, buku ini juga diperkaya dengan 
pengetahuan dan wawasan teoritis yang kami peroleh sebagai 
dosen dan peneliti dalam bidang audit di Universitas Merdeka 
Malang, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, dan Universitas 
Brawijaya. Dengan menggabungkan pengalaman profesional di 
lapangan dengan pendekatan akademis yang mendalam, kami 
berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang 
komprehensif tentang praktik audit, khususnya pelaksanaan 
prosedur substantif pada berbagai akun dalam laporan keuangan. 
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Pembahasan dalam buku ini berfokus pada tahap prosedur 
substantif dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, 
seluruh penjelasan dan langkah-langkah yang diuraikan hanya 
terbatas pada tahapan ini. Analisis dan diskusi yang disajikan akan 
mendalam mengenai prosedur substantif, mencakup metode, 
teknik, serta pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi 
dan mengatasi kesalahan dalam laporan keuangan. Dengan 
demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang 
komprehensif tentang pentingnya prosedur substantif dalam 
konteks audit laporan keuangan. 

Kami berkomitmen untuk menyajikan materi audit dengan 
cara yang mudah dipahami dan relevan dengan praktik audit di 
dunia industri. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi 
panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, profesional pemula, 
serta siapa pun yang ingin mendalami dunia audit. Melalui buku 
ini, kami berusaha memberikan kontribusi signifikan dalam 
pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang audit 
keuangan.  

 

Malang, 2024 

Penulis  
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rosedur Audit Substantif Primer (PSP) adalah bagian 
dari setiap perikatan audit laporan keuangan yang 
dirancang oleh Auditor untuk mengumpulkan bukti 

mengenai potensi salah saji dalam laporan keuangan (1). Auditor 
yang dimaksud dalam buku ini adalah semuanya Auditor 
Eksternal yang bekerja pada sebuah Kantor Akuntan Publik 
(KAP). Dalam melakukan audit, auditor menjalankan PSP ini di 
semua perikatan auditnya pada setiap akun yang dinilai 
signifikan, terlepas dari hasil penilaian risiko gabungan 
(Combined Risk Assesment/CRA) yang telah dilakukannya (2). 

 

1.1 Pendahuluan tentang PSP 

PSP dapat terdiri dari konfirmasi pihak eksternal, 
pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo akun dan 
pengungkapan, serta prosedur analitis (3). PSP juga dapat 
dipahami sebagai proses atau metode yang digunakan auditor 
untuk menemukan atau mencegah kesalahan penilaian, 
pengakuan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan (4). PSP 
menghasilkan catatan atas beberapa temuan transaksi keuangan 
yang tidak sesuai dan auditor melakukan dokumentasi atas 
prosedur tersebut untuk ditinjau lebih lanjut nantinya pada 
tahap review dan proses pelaporan (5). PSP juga dilakukan oleh 
auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 
untuk membuat kesimpulan tentang apakah informasi keuangan 
yang diberikan oleh entitas memenuhi prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum.  

Dalam beberapa referensi lain, PSP biasa disebut dengan 
“prosedur pengujian substantif pada akun” (6). Di dalam buku 
ini, istilah prosedur subtantif tersebut kami ubah dengan istilah 

P 
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prosedur substantif primer (PSP) karena semua isi dalam buku 
ini lebih banyak membahas mengenai prosedur substantif yang 
bersifat primer, yaitu prosedur primer tersebut dapat 
ditambahkan dengan prosedur substantif pendukung lain yang 
dirasa perlu oleh auditor dalam menjalankan auditnya. 
Kelanjutan dari prosedur substantif primer ini dapat disebut 
menjadi prosedur substantif sekunder, secondary/suplementary 
substantive procedures, atau juga prosedur analitis (analytical 
procedures)(6).  

Beberapa contoh prosedur substantif yang telah dikenal 
luas dalam dunia praktik audit meliputi: 

• Memeriksa dan menguji kebenaran saldo akun-akun di 
dalam laporan keuangan. 

• Memeriksa transaksi-transaksi keuangan dengan jumlah 
besar, penting, atau tidak biasa. 

• Membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan 
perusahaan dengan periode sebelumnya, atau 
membandingkan kewajarannya dengan laporan 
keuangan dari perusahaan pada industri sejenis. 

• Melakukan validasi atas asumsi dan estimasi yang 
digunakan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 
keuangan. 

• Analisis hubungan antara aktivitas bisnis dan akun-akun 
laporan keuangan. 
 

Dalam tahap pelaporan atau tahap penarikan kesimpulan 
dari hasil audit, evaluasi auditor atas pengendalian internal, 
proses dan alur penyusunan laporan keuangan, dan interpretasi 
hasil prosedur substantif serta prosedur analitis merupakan hal 
yang sangat penting dalam proses penyusunan opini audit (7). 
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Pengetahuan ini menjadikan PSP tidak bisa menjadi pengganti 
tunggal dari semua prosedur tersebut.   

Evaluasi ini membantu auditor untuk memastikan bahwa 
informasi keuangan yang diberikan oleh entitas telah 
dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan dengan benar dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari 
evaluasi tersebut juga membantu auditor dalam membuat 
kesimpulan dan memberikan opini audit yang objektif dan 
berkualitas. 

 

1.2 Posisi PSP dalam Tahapan Audit Laporan Keuangan 

Dalam audit laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan 
umum yang biasanya dilakukan oleh tim audit, mulai dari tahap 
penerimaan klien hingga tahap pelaporan (8,9). Tahapan audit 
yang kami rincikan di bagian ini adalah gabungan antara 
pengetahuan yang kami peroleh secara teoritis dan dari 
pengalaman praktek di industri akuntan publik. Tahapan-
tahapan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 

 

1. Pra Audit & Perencanaan 
a. Pemahaman Bisnis Klien (Understanding the Business) 
a. Penilaian Risiko Gabungan (Combined Risk Assesment) 
b. Respons Risiko Gabungan (Combined Risk Response) 
c. Penganggaran Audit 
d. Surat Perikatan Audit 
e. Penilaian Awal atas Sistem Pengendalian Internal 
f. Penilaian Awal atas Risiko Kecurangan (Fraud Risk 

Assessment) 
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g. Pengumpulan Informasi Awal dan Uji Substantif Awal 
 

2. Audit Interim 
a. Pernyataan Independensi 
b. Perhitungan Materialitas Audit – Interim 
c. Penyelesaian Etik (Ethics Clearance) 
d. Significant Class of Transaction (SCOT) Pick 
e. Uji Penelusuran Siklus atau Walkthrough (WT) 
f. Uji Pengendalian atau Test of Control (TOC) 
g. Audit Strategy Memorandum (ASM) 

 
3. Eksekusi (Execution) 

a. Perhitungan Materialitas Audit – Akhir Tahun 
b. Pemilihan Akun Signifikan 
c. PROSEDUR SUBSTANTIF 
d. Prosedur Analitis 
e. Uji Transaksi Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Events 

Review) 
f. Pengecekan Kelengkapan Kertas Kerja 

 
4. Kesimpulan (Conclusion) 

a. Perhitungan Materialitas Audit – Pelaporan 
b. Summary Review Memorandum (SRM) 
c. Pengambilan Opini Audit 
 

5. Pelaporan (Reporting) 
a. Surat Representasi Manajemen (Representation Letter) 
b. Persetujuan Pencetakan Laporan Auditor Independen 
c. Komunikasi dengan Pihak Manajemen dan Dewan 

Direksi (Management Letter) 
d. Perilisan Laporan Auditor Independen 
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Pembahasan dalam buku ini berfokus pada poin 3C yang 
disebutkan di atas, yaitu tahap prosedur substantif. Oleh karena 
itu, seluruh penjelasan dan langkah-langkah yang diuraikan 
hanya terbatas pada tahapan ini. Analisis dan diskusi yang 
disajikan akan mendalam mengenai prosedur substantif, 
mencakup metode, teknik, serta pendekatan yang digunakan 
untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dalam laporan 
keuangan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh 
pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya prosedur 
substantif dalam konteks audit laporan keuangan. 
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Asersi Sebagai Dasar Pengembangan 
Prosedur Audit Substantif Primer 
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sersi dalam konteks auditing merujuk pada 
pernyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen 
entitas terkait dengan laporan keuangan. Asersi ini 

mencakup berbagai aspek laporan keuangan yang perlu 
diverifikasi oleh auditor untuk memastikan bahwa laporan 
tersebut bebas dari kesalahan material dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku. 

Untuk memenuhi standar audit yang ditetapkan oleh SA 
500: Bukti Audit, pemahaman mendalam atas asersi merupakan 
keharusan bagi auditor dalam merancang prosedur yang relevan 
guna memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dengan 
memahami "alasan di balik pelaksanaan suatu prosedur audit" 
atau asersi tersebut, auditor dapat melaksanakan audit atas 
laporan keuangan dengan lebih efisien dan efektif (10).   

Hal ini penting karena asersi memberikan dasar bagi 
auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan bebas dari 
kesalahan material. Sehingga, pemahaman yang komprehensif 
tentang asersi memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi 
dan mengatasi risiko yang relevan secara lebih baik, memastikan 
bahwa bukti audit yang dikumpulkan memadai dan tepat untuk 
mendukung opini audit yang diberikan. 

 

Laporan Posisi Keuangan 
Eksistensi (E) 
Valuasi (V) 
Kelengkapan (C) 
Hak dan Kewajiban (R) 
Penyajian dan Pengungkapan (P) 

A 
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